SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 57 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAGETAN

NOMOR 37 TAHUN 2018 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI DESA

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

a. bahwa sebagai tindaklanjut ketentuan Pasal 10 ayat (2)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017
tentang Standar Pelayanan Minimal Desa, telah
ditetapkan Peraturan Bupati MagetanNomor 37 Tahun
2018 Tentang Tata Naskah Dinas Di Desa;

bahwa dalam rangka memberikan kemudahan,
kelancaran dan optimalisasi dalam penyelenggaraan
administrasi pemerintahan desa yang efektif dan efisien,
maka beberapa ketentuan terkait Pelaksana Harian (Plh.)
dan Pelaksana Tugas (Plt.) yang tercantum dalam
Peraturan Bupati MagetanNomor 37 Tahun 2018
Tentang Tata Naskah Dinas Di Desa perlu dilakukan
perubahan dan penyempurnaan kembali;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Magetan Nomor 37 Tahun 2018
Tentang Tata Naskah Dinas Di Desa;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014



Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6327);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 157);



Menetapkan

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017
tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);

7. Peraturan Bupati MagetanNomor 37 Tahun 2018
tentang Tata Naskah Dinas Di Desa Desa (Berita Daerah

Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI MAGETAN NOMOR 37 TAHUN 2018
TENTANG TATA NASKAH DINAS DI DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Magetan
Nomor 37 Tahun 2018 tentang Tata Naskah Dinas Di Desa
Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor
37) diubah sebagai berikut :

1. Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

(1) Penulisan  Pelaksana  Harian yang  disingkat
Plh.digunakan pada naskah dinas yang
ditandatangani oleh pejabat sementara pada jabatan
tertentu yang mendapat pelimpahan wewenang
penandatanganan naskah dinas, karena pejabat
definitif berhalangan sementara.

(2) Berhalangan sementara sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) antara lain pejabat definitif:

a. melaksanakan cuti;
b. menjalani penahanan karena ditetapkan sebagai
tersangka, terdakwa atau terpidana; atau

c. sakit sehingga tidak dapat masuk kerja.



(3)

(4)

)

Plh. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat

dengan:

a. Keputusan Camat atas Nama Bupati untuk Jabatan
Kepala Desa; dan

b. Keputusan Kepala Desa untuk Jabatan Perangkat
Desa;

Plh. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir

sampai  pejabat  definitif selesai  berhalangan

sementara.

Plh.sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mempertanggungjawabkan pelaksanaan atas naskah

dinas yang dilakukannya kepada pejabat definitif.

2. Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 18

Penulisan Pelaksana tugas yang disingkat PIt.

digunakan pada naskah dinas yang ditandatangani

pejabat sementara pada jabatan tertentu yang

mendapat pelimpahan wewenang penandatanganan

naskah dinas, karena pejabat definitif diberhentikan

sementara.

Plt.sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat

dengan:

a. Keputusan Camat atas Nama Bupati untuk Jabatan
Kepala Desa; dan

b. Keputusan Kepala Desa untuk Jabatan Perangkat
Desa.

Plt. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir

sampai pejabat definitif selesai pemberhentian

sementara atau diberhentikan.

Plt. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung

jawab atas naskah dinas yang dilakukannya.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 16 Desember 2022

BUPATI MAGETAN,
ttd
SUPRAWOTO

Diundangkan di Magetan

pada tanggal 16 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,

ttd
HERGUNADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2022 NOMOR 57
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